
i 

 

TESIS 

 

 

PERAN LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN 

DAERAH DAN PENGARUHNYA TERHADAP UPAYA 

MEMPERKUAT CHECKS AND BALANCES  

DI LEMBAGA LEGISLATIF 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOHN SINARTHA WOLO 

No. Mhs.: 135201994/PS/MIH 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM 

PROGRAM PASCASARJANA  

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA 

2014 

 

 







 

 

iv 

 

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama  : John Sinartha Wolo 

No. Mhs  : 135201994 

Alamat  : Jl. Indrapastha, Nomor 18 Pringgolayang, RT 02, RW 26,  

  Kelurahan Condong Catur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman 

Dengan ini menyatakan bahwa:  

1. Tesis ini, dengan judul Peran Legislasi Dewan Perwakilan Daerah dan 

Pengaruhnya terhadap Upaya Memperkuat Checks and Balances di Lembaga 

Legislatif merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan hasil plagiat dan 

belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (magister hukum), 

baik di Universitas Atma Jaya Yogyakarta maupun di perguruan tinggi lainnya. 

2. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian penulis sendiri, tanpa 

bantuan pihak lain, kecuali atas arahan dari Tim Dosen Pembimbing. 

3. Seluruh informasi yang dimuat dalam Tesis ini yang berasal dari penulis lain 

telah diberikan penghargaan dengan menyebut nama pengarang, judul buku 

atau tulisan aslinya, dan dicantumkan dalam daftar pustaka. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Yogyakarta, 11 November 2014 

Yang menyatakan 

 

 

John Sinartha Wolo 

 



 

 

v 

 

ABSTRAKSI 

 

 

 Penelitian yang berjudul Peran Legislasi Dewan Perwakilan Daerah dan 

Pengaruhnya terhadap Upaya Memperkuat Checks and Balances di Lembaga 

Legislatif ini difokuskan pada permasalahan antara lain: peran legislasi Dewan 

Perwakilan Daerah, kendala yang dihadapi dan solusi untuk mengatasi kendala 

tersebut dalam memperkuat checks and balances di lembaga legislatif. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis peran legislasi 

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan pengaruhnya terhadap upaya 

memperkuat checks and balances di lembaga legislatif. Analisis terhadap peran 

legislasi Dewan Perwakilan Daerah juga bertujuan untuk mengetahui kendala-

kendala yang dihadapi Dewan Perwakilan Daerah dalam menjalankan peran 

legislasinya, dan mengupayakan solusi guna menyelesaikan kendala-kendala 

tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan 

pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, pendekatan perbandingan 

hukum, dan pendekatan politik hukum, serta mengkajinya dari perspektif teori 

demokrasi, teori trias politica, teori legislatif dan teori perundang-undangan.  

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) Amandemen Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah melahirkan Dewan 

Perwakilan Daerah dan menjadi salah satu lembaga legislatif, selain Dewan 

Perwakilan Rakyat. (2) Kehadiran Dewan Perwakilan Daerah dirancang sebagai 

saluran aspirasi daerah sekaligus menjadi kamar penyeimbang (checks and 

balances) di lembaga legislatif. (3) Pasca kelahiran Dewan Perwakilan Daerah 

hingga Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU/2012, pengaturan 

tentang peran legislasi Dewan Perwakilan Daerah masih menunjukkan kesan 

sebagai lembaga bantu Dewan Perwakilan Rakyat, dan jauh dari tujuan dasar 

dihadirkannya Dewan Perwakilan Daerah di Negara Indonesia. Hal tersebut 

bertentangan dengan hakikat teori demokrasi, teori pembagian kekuasaan, teori 

legislatif dan teori perundang-undangan, yang pada dasarnya tidak berpihak pada 

dominasi suatu lembaga tertentu (tirani). Inferioritas peran legislasi Dewan 

Perwakilan Daerah menunjukkan praktik legislasi yang tidak lazim jika 

dibandingkan dengan negara-negara yang mengakomodasi hadirnya lembaga 

kedua di parlemen. Pengabaian terhadap peran legislasi Dewan Perwakilan 

Daerah dalam proses legislasi menunjukkan aspek pragmatis dari para pembuat 

undang-undang, jauh dari prinsip checks and balances. 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti mengajukan beberapa saran 

utama sebagai berikut: diperlukan amandemen kelima terhadap Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 guna memperjelas pengaturan 

tentang peran legislasi Dewan Pewakilan Daerah mulai dari ranah Konstitusi, 

hingga pengaturan di bawahnya. Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia memang tidak mudah dilaksanakan. Oleh karena itu, 

Mahkamah Konstitusi sebagai the sole interpreter of constitution atau judicial 

interpretation, dapat memberikan penafsiran yang jelas terhadap ranah peran 

legislasi Dewan Perwakilan Daerah. Praktik Konvensi yang melibatkan Dewan 

Perwakilan Daerah dalam proses legislasi juga merupakan solusi alternatif.    
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ABSTRACT 

 

 

 Research titled “Legislation Function of Senate Republic of Indonesia and 

its effects to strengthen checks and balances system in Legislative Institution”, 

focused on legislation functions of Senate, the obstacles and its solution to resolve 

in order to strengthen checks and balances system in Legislative Institution. 

This research aims to examine and analyze the legislation functions of 

Senate Republic of Indonesia and its effect to strengthen checks and balances 

system in Legislative Institution. The analyze concerning to the legislation 

function of Senate also aims to know the obstacles that found by Senate when 

Senate perform legislations function, and try to find the solving. This research is a 

normative research that uses legislations approach, historical approach, legal 

comparison approach, legal politics approach, by examining the theory of 

democratic, theory of trias politica, theory of legislative and theory of legislations.  

Result of this research concludes that: (1) Amendments of the 

Constitutional of the Republic of Indonesia 1945 has thought out the Senate as 

one of the two legislatives institutions, besides Political Representative Council. 

(2) The presents of the Senate is planned as a channel of regional aspiration, and 

all at once as a revising chamber in legislative institution. (3) After Senate was 

born, until the decision of Constitution Court Number 92/PUU/2012, the 

regulations of Senate especially in the sector of legislation point us the Senate as 

an auxiliary of Political Representative Council. That’s fact are contradiction to 

the theory of democratic, theory of trias politica, theory of legislative and theory 

of legislations that basically avoid to the tyranny. The inferiority of legislation 

functions of Senate point out the different practices of another country that 

accommodate the second chamber in their parliament. The neglect to the 

legislation functions of Senate point out the pragmatic aspect of the legal maker, 

and not accommodates the principles of checks and balances.   

Based on the conclusion, researcher suggests some ideas such as the fifth 

amendments of Constitutional of the Republic of Indonesia 1945 is needed to 

clarify the regulation about legislation functions of Senate, started by Constitution 

up to the under regulation. The amendment of Constitutional of the Republic of 

Indonesia 1945 is so difficult. So, as the the sole interpreter of constitution or as 

the judicial interpretation, Constitution Court of the Republic of Indonesia can 

offer clear interprete about the legislation functions of Senate. The practices of 

conventions that involve the Senate to the process of legislation are also 

alternative solution. 

Keywords : Legislation functions, Senate, regional aspiration, checks and  

balances, amendment of the Constitution 1945, judicial  

interpretation, and the Constitutional practices.  
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